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| Abstract

Development programs implemented in Indonesia and around the world have had an impact on
economic and social growth which is part of the nation and state development process. The economic
growth that occurs as a result of the development process also has an impact on economically weak
groups with the emergence of urbanization from villages to cities, especially among economically weak
groups including street children, homeless people, beggars and buskers due to their inability to
compete and the weakness of their human resources and the lack of open access. employment
opportunities for them. In the context of the Constitution, Article 34 paragraph 1 of the 1945
Constitution states that the poor and neglected children are cared for by the State. The Tangerang City
Government, as one of the cities that has an impact on the flow of urbanization, has very good attention
in the development and empowerment of children. street children, homeless people, beggars and
buskers with the enactment of Regional Regulation number 5 of 2012 concerning the development of
street children, homeless people, beggars and buskers where this regional regulation aims to ensure
that street children, homeless people, beggars and buskers can live with dignity and benefit. Seeing the
above, the researcher would like to made a positive contribution by conducting research
"Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning the Development of Street
Children, Homeless People, Beggars and Buskers in the City of Tangerang using a theoretical
approach to the policy implementation model from Merillee S. Grindle. The success of policy
implementation is largely determined by the level of implementability of the policy itself, namely
Content of Policy and Context of Policy, Grindle (1980). The aim of this research is to determine the
effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning the
Development of homeless street children, beggars and buskers. From The results of this research are
that the implementation of regional regulation number 5 of 2012 concerning the development of street
children, homeless people, beggars and buskers has gone well but there are several things that must be
optimized, namely the role of the community, the private sector, universities in the development and
empowerment program. The impact of the implementation of this regional regulation. reducing the
number of street children, homeless people, beggars and buskers who are active on the streets
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| Abstrak

Program pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia maupun di dunia telah membawa dampak pada
pertumbuhan ekonomi dan juga sosial kemasyarakatan yang merupakan bagian dari proses
pembangunan bangsa dan bernegara. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat dari proses
pembangunan juga berdampak pada golongan ekonomi lemah dengan munculnya arus urbanisasi dari
desa ke Kota terutama pada kalangan ekonomi lemah diantaranya anak jalan, gelandang, pengemis dan
pengamen akibat tidak mampu bersaing serta lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki serta
belum terbukanya lapangan kerja untuk mereka.Dalam Kontek Konstitusi Pasal 34 ayat 1 Undang-
Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh
Negara.Pemerintah Kota Tangerang sebagai salah Kota yang berdampak pada arus urbanisasi
mempunyai perhatian yang sangat baik dalam Pembinaan dan Pemberdayaan anak jalanan,
gelandangan, pemgemis dan pengamen dengan dibuatnya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012
tentang pembinaan anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen dimana perda ini bertujuan agar
anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen dapat hidup bermartabat dan bermanfaat. Melihat hal
tersebut di atas, peneliti ingin memberikan kontribusi positif dengan melakukan penelitian
“Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis
dan pengamen di Kota Tangerang melalui pendekatan teori model implementasi kebijakan dari
Merillee S. Grindle. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat
implementability kebijakan itu sendiri, yaitu Content of Policy dan Context of Policy, Grindle
(1980).Tujuan dan Penelitian ini untuk mengetahui efektiftas implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pembinaan anak jalanan gelandang, pengemis dan pengamen.Dari hasil penelitian ini
implementasi perda nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan
pengamen sudah berjalan dengan baik tetapi ada beberapa yang harus di optimalkan yaitu peranan
masyarakat,sektor swasta, Perguruan tinggi dalam program pembinaan dan pemberdayaan.Dampak dari
Implementasi perda ini berkurangnya jumlah anak jalanan,gelandang, pengemis dan pengamen yang
beraktifitas di jalanan.

| Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen

| A. PENDAHULUAN \ pusat maupun pembangunan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Derah.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Program pembangunan yang dilaksanakan
Negara telah banyak memberikan dampak pada oleh pemerintah selain telah membawa dampak
kehidupan masyarakat tidak hanya berdampak yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat
pada sektor ekonomi tetapi juga berdampak tetapi pembangunan juga telah menimbulkan
pada sosial kehidupan masyarakat baik itu arus urbanisasi yang menimbulkan permasalah-
kalangan masyarakat atas, masyarakat mene- an baru diantaranya kehadiran Gelandang
ngah maupun pada masyarakat golongan Pengemis, anak Ja_llanan serta pengamen d!
bawah. Partisipasi masyarakat dalam program Kota besar. Kehadiran mereka harus menjadi
pembangunan melalui  dukungan seluruh perhatian oleh pemerintah baik pe_merlntah
stakeholder merupakan kunci bagi keberhasilan pusat maupun daerah karena sesuai dengan
pe|aksanaan pembangunan baik itu pemba_ amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34
ngunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar
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dipelihara oleh negara. Untuk itu Pembinaan
bagi mereka harus menjadi perhatian dan
komitmen bersama agar mereka mendapat
kehidupan dengan baik bermartabat dan ber-

manfaat melalui kerjasama seluruh stakeholder.

Kota Tangerang sebagai Kota yang ber-
dampak pada arus urbanisasi mempunyai
komitmen yang sangat baik dalam penangu-
langi anak jalanaan, gelandang, pengemis dan
pengamen dengan membuat Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak
Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Penga-
men dengan tujuan agar mereka memiliki
kehidupan bermartabat dan bermanfaat.

Untuk melaksanakan Perda tersebut
Pemerintah Kota Tangerang telah memberikan
tugas dan wewenang kepada Dinas sosial Kota
Tangerang untuk menangani persoalan gelan-
dangan dan pengemis di Kota Tangerang.
Selain Dinas Sosial, ada Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai salah satu instansi pemerintahan
yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk
menegakkan Peraturan Daerah. Maka, Dinas
Sosial Kota Tangerang dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Tangerang merupakan
salah satu instansi pemerintahan yang berke-
wajiban menjalankan dan menegakkan Peratur-
an Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun
2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelan-
dangan, Pengemis dan Pengamen.

Berdasarkan latar belakang ini peneliti
mempunyai tanggung jawab moral untuk mem-
berikan kontribusi pemikiran melalui penelitian
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan,
Pengemis dan Pengamen di Kota Tangerang.

dan Pengamen di Kota Tangerang’, meng-
gunakan metode penelitian deskritif kualitatif.

Metode Penelitian Kualitatif Menurut
Denzin dan Lincoln (1994) dalam (Albi
Anggito dan Johan Setiawan, 2018: 7) me-
nyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menggunakan latar alamiah
dengan maksud menafsirkan fenomena yang
terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
berbagai metode yang ada.

Sedangkan Pendapat lain diantaranya
Erickson (1968) dalam (Albi Anggito dan
Johan Setiawan, 2018: 7) menyatakan bahwa
penelitian kualitatif berusaha untuk menemu-
kan dan menggambarkan secara naratif kegiat-
an yang dilakukan dan dampak dari tindakan
yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat
ahli berkaitan dengan definisi Penelitian kua-
litatif, bahwa Penelitian kualitatif adalah pene-
litian yang mengambarkan atau menjelaskan
suatu fenomena di lokasi yang menjadi fokus
dan lokasi penelitian dengan mengunakan
metode yang ada serta teknik yang digunakan
dengan mengambarkan secara naratif.

Dalam melakukan Penelitian Implementasi
Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak
Jalanan, Gelandangan, Pegemis dan Pengamen
di Kota Tangerang, Peneliti akan melakukan
penelitian ini dengan melakukan Observasi,
Wawancara, Studi literatur serta menganalisis
fenomena yang terjadi dengan pendekatan teori
dan hasilnya berupa gambaran secara deskritif
naratif.

| C. PEMBAHASAN

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menganalisis ‘Imple-
mentasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota
Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pem-
binaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pegemis

a) Content of Policy :
1) Jenis manfaat yang dihasilkan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor:
5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan
Anak jalanan, gelandang, pengemis dan
pengamen di Kota Tangerang telah
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memberikan manfaat dengan berku-
rangnya jumlah anak jalanan, gelandang,
pengemis dan pengamen di Kota
Tangerang dalam mewujudkan Kota
Tangerang yang tertib dan aman serta
memberikan kehidupan yang layak bagi
para penyandang sosial melalui pem-
binaan dan pemberdayaan.

2) Derajat perubahan

Derajat perubahaan pada implementasi
kebijakan ini yaitu merubah cara ber-
pikir anak anak jalanan, gelandang,
pengemis dan pengamen agar mereka
tidak lagi melakukan aktivitas di jalan,
tetapi mereka dapat hidup layak dengan
melakukan aktifitas usaha maupun hobi
ditempat yang seharusnya. Dengan
demikian derajat yang dicapai Yyaitu
bagaimana Kota Tangerang sebagai
Kota Tangerang yang bebas dari anak
jalanan, gelandang, penghemis dan
pengamen yang beraktifitas di jalanan.

3) Kepentingan yang mempengaruhi

Sebuah kebijakan akan baik ketika
kebijakan itu dipengaruhi oleh Kepen-
tingan yang mempengaruhi yaitu para
Stakeholder yaitu Pemerintah Daerah,
Masyarakat, Sektor Swasta maupun
Perguruan Tinggi harus mampu mem-
pengaruhi kebijakan ini dapat berjalan
dengan baik dengan penegakan aturan
secara baik mulai dari Pelaksanaan,
pengawasan sampai dengan evaluasi
serta Pembinaan. Berkaitan dengan
peran masyarakat, masyarakat harus
ikut mendukung dan ikut partisipasi
dalam penegakan perda ini begitu juga
dengan sektor Swasta dan Perguruan
Tinggi harus ikut partisipasi dalam
Pembinaan dan pemberdayaan.

4) Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan dalam
implementasi Perda ini terletak sampai
sejauh mana sanksi dan teguran kepada
pihak-pihak yang melanggar perda ini,

untuk itu aparatur yang mempunyai
tugas dan fungsi pada penegakan perda
ini harus tetap bekerja sesuai tugas dan
fungsinya.

5) Sumber Daya yang dihasilkan

Implementasi sebuah kebijakan akan
berhasil ketika adanya dukungan sum-
ber daya dalam penegakan perda ini
pemerintah Kota Tangerang telah me-
nyiapkan sumber daya yang memadai
baik itu sumber daya manusia, anggaran
maupun sarana dan prasarana, walau-
pun dalam hal sarana pembinaan seperti
rumah singgah dan sarana untuk
program pembinaan perlu dioptimalkan.

b. Context of policy

1)

2)

Kekuasaan dan Kepentingan aktor yang
terlibat

Kekuasaan dan Kepentingan aktor yang
terlibat, dimana Pemerintah Daerah
yang mempunyai kekuasaan harus
melakukan koordinasi dengan semua
aktor yang terlibat terutama tokoh
masyarakat, Perguruan Tinggi, sektor
swasta maupun media agar perda ini
berjalan optimal

Karakteristik Lembaga dan aktor yang
berkuasa

Karaktersistik Lembaga dan aktor yang
terlibat akan memberikan pengaruh ter-
hadap implementasi kebijakan. Peme-
rintan Kota Tangerang memiliki
karakter yang responsif dan partisipastif
serta akomodatif serta aktor yang ber-
kuasa memiliki perhatian yang baik
dalam implementasi perda hal ini bisa
dilihat dari proses penegakan perda.

3) Kepatuhan dan respon dari Pelaksana.

Berkaitan dengan Kepatuhan dan res-
pon dari Implementasi Perda ini harus
terus ditingkatkan hal ini untuk meng-
atasi kendala yang ada diantarnya masih
ada beberapa anak jalanan, pengamen
dan pengemis yang masih turun ke
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jalan, dengan cara melakukan penga-
wasan dan monitoring serta evaluasi
secara berkesinambungan serta mem-
buat program program pembinaan dan
pemberdayaan agar mereka dapat
memiliki hidup yang layak di tempat
yang seharusnya.

terutama dalam Pengawasan Monitoring dan
Evaluasi.

| DAFTAR PUSTAKA

D. SIMPULAN

Penelitian yang menfokuskan pada “Imple-
memntasi Peraturan Daerah Kota Tangerang
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak
Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Penga-
men di Kota Tangerang dengan mengunakan
pendekatan Model Impelementasi Kebijakan
Grindle (1980) dimana keberhasilan imple-
mentasi  kebijakan yang ditentukan oleh
Content of Policy dan Context of Policy dapat
disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pem-
binaan anak jalanan, gelandang, pengemis dan
pengamen di Kota Tangerang dengan tujuan
memberikan kehidupan bermartabat dan ber-
manfaat bagi anak jalanan, gelandang, penga-
men dan pengemis sudah berjalan dengan baik.
Dalam kontek manfaat implementasi kebijakan
ini telah memberikan dampak positif dengan
berkurangnya anak jalanan, gelandang, penge-
mis dan pengamen di Kota Tangerang hal
disebakan adanya karakater rezim yang ber-
kuasa memiliki komitmen yang kuat dari
Pemerintah Daerah Kota Tangerang sebagai
aktor utama dalam implementasi Perda dengan
menyiapkan sumber daya yang memadai.

Berkaitan Kepentingan aktor yang terlibat
peranan stakeholder yaitu Pemerintah, Masya-
rakat, Perguruan Tinggi, sektor swasta dan
media harus terus diperkuat dalam pembinaan
dan Program Pemberdayaan, dengan adanya
partispasi semua staekholder akan mampu
memberikan hal terbaik untuk Kota Tangerang
dalam Pembinaan dan Pemberdayaan anak
jalanan, gelandang, pengemis dan Pengamen
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